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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui keterlibatan peran aktor internasional non
negara dalam gerakakan social movement yang berkaitan dengan isu lingkungan di
Indonesia. Metode penelitian menggunakan  kualitatif dengan analysis social networking
untuk melihat pola komunikasi dalam #Tolak PLTU Batang. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan fitur Ncapture pada NVivo 12 Plus dengan mengcapture
beberapa user Twitter dengan peringkat tertinggi. Analysis Data dengan menggunakan
fitur Cluster Analysis pada NVivo 12 Plus untuk melihat correlation antara pengguna
Twitter User teratas dalam pola komunikasi #TolakPLTUBatang. Hasil penelitian
menunjukan terdapat beberpa akun bodong yang terlibat dalam jejaring pola komunikasi
sosial dalam #TolakPLTUBatang yang ternyata memiliki pola relasi dengan komunitas
GreenpeaceID. Sebagai komunitas lingkungan yang menjadi aktor terdepan gerakan
social movement penolakan pembangunan PLTU Batang penggiringan opini publik
menggunakan beberapa akun bodong untuk kemudian semakin membuat masyarakat
tergiring dalam gerakan social movement tersebut. Dapat dilihat dalam jejaring sosial
tersebut bahwa 50% lebih pengguna user Twitter peringkat teratas merupakan akun
bodong. Oleh sebab itu, aktivititas cyber activism melalui pemberian informasi yang
menyangkut isu global seperti isu lingkungan mejadi alasan para internasional aktor non
negara ini ikut terlibat dalam menyuarakan isu tersebut.

Kata Kunci: Non Governmental Organization (NGO); Social Movement; Global Governance

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pola komunikasi

masyarakat di era digital (Yawised, Ellis, & Wong, 2018). Penggunaan media sosial pada kehidupan

bermasyarakat menjadi faktor pendorong dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai

kegiatan Pemerintahan (Pardo, Nam, & Burke, 2012). Meskipun, pada akhirnya penggunaan media

sosial memberikan sebuah tantangan baru pada beberapa konteks seperti privacy, social inclusion, isu

governance, serta aksebilitas Pemerintah (Boulianne, 2015). Tingkat respon masyarakat di era

digitalisasi terbukti lebih responsif menyadari adanya suatu hal negatif dalam suatu pelaksanaan

kebijakan Pemerintah, sehingga penggunaan media sosial sangat membantu dalam fungsi monitoring

pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Meskipun, tingkat respon yang tinggi menjadi peluang yang besar bagi para oknum untuk

menyebarkan beberapa isu panas. Sehingga, obyektiftas informasi media sosial sangat penting
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ditekankan. Walaupun, tidak bisa dipungkiri bahwa unsur-unsur lain seperti politik, lingkungan atau

bahkan isu global lainnya bisa menjadi alasan  dari berbagai isu yang dibuat. Hal ini tidak bisa

dilepaskan dari aktivitas cyber activism (Chaput, 2019). Dengan menggunakan peran besar cyber

activism saat ini gerakan sosial sangat mudah untuk dibentuk. Bahkan, peran cyber activism ini sendiri

dengan didukung dengan sosial media menghilangkan batasan-batasan yang muncul.

Gambar 1.
Data Pengguna Media Sosial Aktif

Sumber: Komentrian Komunikasi dan Informasi Indonesia, 2019

Data Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menunjukkan data pengguna

user media sosial di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2019 angka pengguna

media sosial di Indonesia mencapai 160 juta pengguna aktif. Angka tersebut meningkat hingga 22 juta

pengguna user media aktif dibandingkan pada Tahun 2018. Pada tahun 2018 pengguna media sosial

aktif hanya mencapai 138 juta pengguna. Dari data yang ada dapat kita lihat bahwa pengguna user

media di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Bahkan meningkat sekitar hampir

rata-rata 20 juta pengguna setiap tahunnya. Sehingga dengan besarnya pengguna media sosial yang

aktif di Indonesia tidak heran jika respon masyarakat sangat aktif dalam berbagai kegiatan serta isu-isu

publik pada media sosial. Bahkan tahun 2020, pengguna media sosial aktif mencapai 220 juta

pengguna.

Sejalan dengan meningkatnya pengguna media sosial, presentase pengguna Twitter di Indonesia

dari tahun ke tahun juga terus mengalami kenaikan yang pesat. Pada Tahun 2019 pengguna Twitter di

Indonesia bahkan mencapai 52% dari total keseluruhan pengguna media sosial aktif. Meskipun

presentase pengguna aktif pada Twitter hanya berada peringkat keempat dibandingkan aplikasi sosial

lainnya seperti instagram, facebook, dan youtube. Akan tetapi, dalam Gambar 2 dapat kita lihat bahwa

presentasi dari penggunaan twitter dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, tahun 2020 mencapai

lebih dari 60% dari total pengguna sosial media aktif.
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Gambar 2.
Persentase Pengguna Twitter di Indonesia

Sumber : Komentrian Komunikasi dan Informasi Indonesia, 2019

Intensitas yang tinggi pada pengguna media sosial berdampak pada munculnya gerakan

perubahan sosial akar rumput yang pada akhirnya memberikan gerakan baru (Mustaqim, 2018). Selain

dampak terkait dengan pergerakan informasi yang bergerak lebih cepat, peran para aktivis atau disebut

dengan cyber activism tidak bisa dilepaskan ikut bermain di balik serangkaian pemberian infromasi

yang tentunya memebrikan pengaurh yang besar dalam menimbulkan gerakan kolektif yang berkaitan

dengan isu global (Baum & Potter, 2019). Hal ini yang kemudian kita sebut dengan cyber space atau

ruang cyber pada sosial media (Tadic, Rohde, & Wulf, 2018). Hal ini juga yang melatarbelakangi

gerakan hastag #TolakPLTU Batang dalam media sosial Twitter, dimana masyarakat banyak yang

kemudian menolak kebijakan pembangunan PLTU Batang tersebut. Hal ini tidak terlepas dari opini

masyarakat mengenai isu lingkungan dan matinya mata pencaharian masyarakat di daerah yang

terdampak pembangunan PLTU tersebut. Selain itu, tempat pemilihan pembangunan PLTU yang

digadang akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara ini juga menjadi masalah lain. Rencana

daerah yang akan dibangun sebagai wialayah PLTU Batang ini adalah Karanggeneng, Ujungnegoro,

dan Ponwrang yang merupakan kawasan padat penduduk. Oleh karen itu, penelitian ini ingin mengkaji

bagaimana peran organisasi internasional non negara mampu ikut terlibat dalam mempengaruhi

perspektif masyarakat terkait dengan isu lingkungan sehingga menimbulkan sebuah gerakan sosial

yang besar sebagai bentuk respon terhadap suatu kebijakan.

LITERATURE REVIEW

Dampak Perkembangan Media Sosial dalam Global Governance

Pesatnya perkembangan zaman saat ini merubah tatanan kehidupan dari era tradisional menuju

suatu tatanan era yang baru (Bailey, 2018). Era baru yang dimaksutkan adalah era E-Goverment
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dimana kemudian memungkingkan untuk semua terhubung dengan Internet. Penggunaan media sosial

sebagai turunan dari konsep web 2.0 juga mengalami pergeseran sebagai bentuk baru transformasi e-

government (Duymuş et al., 2017).  Web 2.0 memang memungkinkan bagi para penggunanya untuk

saling berkolaborasi dan bertukar sebuah content (Baum & Potter, 2019). Penggunaan media sosial

saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai sebuah alat untuk berinteraksi, akan tetapi memberikan

kesempatan untuk masyarakat agar mampu berinteraksi jauh terhadap suatu fungsi Pemerintah

(Loukis, Charalabidis, & Androutsopoulou, 2017). Sehingga, media sosial saat ini sangat memberikan

benefit yang besar bagi reformasi hubungan antara masyarakat dan Pemerintah (Gofur, 2017). Tidak

hanya sebatas hubungan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan melainkan sudah lebih

pada interkasi baru dimana saling dapat memberikan manfaat dari adanya penggunaan media sosial

tersebut. Tidak bisa dipungkiri memang pengimplementasian ICT di era sekarang memang secara

teoritis mampu menjadikan konstruksi baru dalam hubungan anatara Pemerintah dan masyakarat

(Bertot, Jaeger, & Hansen, 2012).

Tidak bisa dipungkiri bahwa pergerakan informasi dalam sosial media bergerak sangat cepat

(Zheng, Le, Chan, Hu, & Li, 2016). Hal ini tidak bisa terlepas dari organisasi profesional yang dalam

hal ini memproduksi berbagai macam berita dalam sosial media (Miller, 2018). Organisasi yang dalam

hal ini adalah pelaku media yang memiliki peranan besar dalam mempengaruhi isu-isu publik dan

menjadikan isu tersebut perdebatan dalam sosial media (Baum & Potter, 2019). Bahkan, dalam

konteks era digital seperti ini masyarakat yang merupakan pengguna dari media sosial itu sendiri juga

mampu membuat berbagai pesan informasi sesuai dengan tujuan dari masyarakat tersebut, hal ini

sering disebut sebagai civil journalism (Mutsvairo & Wasserman, 2016).

Perkembangan informasi yang cepat serta aksebilitas yang mudah menjadikan penggunaan

media sosial mampu menghilangkan batasan yang ada sehingga menjadikan mudahnya suatu aktor

baik aktor negara ataupun non negara untuk ikut terlibat dalam mempengaruhi suatu isu melalui

penyebaran informasi dalam sosial media (Kim & Xu, 2019). Oleh sebab itu, perkembangan pesat dari

sosial media memberikan dampak besar pada konsep global goverance (Hansen & Porter, 2017). Hal

ini dikarenakan semua aktor internasional dapat dengan mudah menerobos batasan yang sebelumnya

ada melalui penggunana sosial media (Bailey, 2018).

Global governance relatif berbeda dan tidak  membentuk hierarkhi utuh dengan konsep good

governance, good public governance ataupun good corporate governance (Chenou & Radu, 2019;

Duberry, 2019). Hal ini karena global governance berangkat dari isu bersama yang dihadapi serta

beroperasi pada tataran di luar batas negara, sehingga ini menjadi alasan bagi institusi negara maupun

non negara untuk bersama-sama menggarap sebuah isu bersama (Popiden, 2016). Hal ini karena kedua

belah pihak mempunyai kepentingan terhadap isu tersebut (Dingwerth & Pattberg, 2006). Oleh sebab

itu, aktor atau pelaku yang pada umumnya terlibat dalam global governance antara lain organisasi

antar pemerintah, inter-governmental organizations (IGOs), Civil Society Representatives,
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Economicand International-Finance Actors, negara serta kelompok-kelompok internasional informal

(NGOs).

Cyber Activism dalam Pergerakan Social Movement di Era Digital

Masyarakat sebenarnya tidak membutuhkan bagaimana kemudian Pemerintah menggunakan

teknologi sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Khan, Yoon, Kim, & Park,

2014). Akan tetapi, masyarakat cenderung lebih pada bagaimana kemudian Pemerintah mampu

melaksanakan kegiatan Pemerintahan secara efektif sesuai dengan masukan dari masyarakat melalui

sosial media (van den Berg & Verhoeven, 2017). Social media harus dijadikan bahan pertimbangan

oleh Pemerintah sehingga mampu memberikan manfaat yang besar dalam suatu pengambilan

keputusan agar nantinya keputusan itu dapat dijalankan secara baik oleh masyarakat (C. K, Singh;

Pushpendu, 2020). Meskipun memang dalam sosial media banyak terjadi gerakan politik yang

kemudian saling mempengaruhi statment masyarakat terhadap suatu kebijakan (Zavattaro & Bryer,

2016). Sesuai dengan konsep good governance maka Pemerintah dituntut untuk mampu

mengembangkan sebuah program khusus untuk mampu melihat topik apa yang kemudian muncul

dalam media sosial untuk nantinya dijadikan sebuah pertimbangan dalam pengambilan kebijakan

(Heiss & Matthes, 2019).

Fungsi dari sosial media itu sendiri memang saat ini harus mampu mengurangi kesenjangan

yang terjadi guna mewujudkan good governance (Hsieh, Hsieh, & Vu, 2019). Artinya bahwa dengan

pengurangan kesenjangan tersebut maka masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan suatu

keputusan Pemerintah (Szabla & Blommaert, 2020). Pengurangan kesenjangan khusunya dalam hal

partisipasi memang sudah terus meningkat bahkan tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk

stakeholders lainnya. Akan tetapi, memang dalam konteks lingkup politik sosial media masih belum

menunjukkan keterlibatan dalam pengurangan kesenjangan politik (Harding, 2019).

Kenyataan bahwa sosial media hanya sebagai wadah dalam menyerap informasi dari

masyarakat tanpa kemudian melibatkan masyarakat tersebut dalam pengambilan suatu keputusan

masih menjadi permasalahan yang sulit meskipun kesenjangan partisipasi sudah mampu dipangkas

(Rahayu, Utari, & Wijaya, 2019). Sehingga sosial media tidak dijadikan sebagai ruang untuk interaksi

warga dan Pemerintah melainkan hanya sebagai pelengkap dalam era digital saat ini (Aldrich, Gibson,

Cantijoch, & Konitzer, 2016).

Meskipun, tidak bisa menyalahkan Pemerintah secara sepihak karena masyarakat yang aktif dan

responsif juga harus menjadi titik perhatian (Dumitrica & Felt, 2019). Masyarakat yang aktif dan

responsif akan cenderung lebih tanggap dalam memberikan komentar pada postingan sebuah

kebijakan (Pintak, 2019). Meskipun pada faktanya bahwa masyarakat hanya memberikan like dan

share saja tanpa memberikan timbal balik kepada Pemerintah (Georgiou, Georgiou, & Schafer, 2019).

Hal ini memang termasuk dalam bentuk peningkatan pertisipasi masyarakat, akan tetapi bukan
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peningkatan partisipasi yang baik karena tidak ada timbal balik terhadap Pemerintah (Wang, Wang, &

Che, 2019).

Padahal apabila masyarakat tersebut mampu memberikan timbal balik secara besar maka akan

menjadikan sebuah gerakan sosial yang nantinya mampu memberikan dampak yang besar terhadap

kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerinatah (Lim, 2017). Oleh sebab itu, sebenarnya masyarakat

dan Pemerintah harus saling bersinergi untuk meningkatkan hubungan tersebut sehingga terjalin

partisipasi yang baik tidak hanya sekedar partisipasi yang bersifat pasif tanpa memberikan timbal balik

apapun terhadap suatu kebijakan tersebut (Wahyono, Amalia, & Ranteallo, 2017). Karena apabila

saling memiliki ideologi yang sama maka menimbulkan adanya suatu gerakan perubahan politik dan

sosial akar rumput yang pada akhirnya akan memberikan gerakan teori politik (Manzoor, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji terkait isu pembangunan PLTU Batang di Kabupaten Batang, Jawa

Tengah. Isu utama dalam penelitian ini adalah pada gerakan sosial yang timbul dengan  mengusung

gerakan penolakan yang awalnya dilakukan oleh komunitas aktivis besar yang bergerak dalam lingkup

lingkungan yakni @GreenpeaceID serta beberapa masyarakat di Kabupaten Batang yang kemudian

menjadi sebuah gerakan sosial Nasioanl dengan hastag #TolakPLTUBatang.

Peniliti menggunakan metode analysis social networking untuk melihat pola komunikasi dalam

#Tolak PLTU Batang. Dalam proses pengambilan data pengguna Twitter yang terlibat dalam pola

komunikasi tersebut, peneliti menggunakan fitur Ncapture pada NVivo 12 Plus dengan mengcapture

beberapa user Twitter dengan peringkat tertinggi. Untuk Analysis Data peniliti menggunakan fitur

Cluster Analysis pada NVivo 12 Plus untuk melihat correlation antara pengguna Twitter User teratas

dalam pola komunikasi #TolakPLTUBatang.

HASIL DAN DIKSUSI

Peran Internasional Cyber Activism dalam Isu Lingkungan Pembangunana PLTU Batang

Dari data hasil pola komunikasi tersebut terlihat bahwa terdapat user Twitter NGO’s

Internasional terbesar yang fokus dalam isu lingkungan telibat dalam gerakan sosial tersebut. NGO’s

Internasional yang terlibat yakni Greenpeace. Greenpeace sendiri merupakan organisasi non

Pemerintah yang berfokus pada masalah isu lingkungan. Hal ini tentu mengindikasikan bahwasanya

peran NGO’s Internasional sebagai salah aktor global governance memiliki peran besar dalam

pemberian sebuah informasi kepada publik dengan menyuarakan isu global yakni isu lingkungan.

Bahkan pada Gambar 3, dapat kita lihat bahwa nilai korelasi dari NGO’s tersebut memiliki nilai

korelasi yang tertinggi yakni 0,95.

Hal ini sesuai dengan konsep cyber activism sebagai penyebar informasi utama dalam sebuah

pola jejaring sosial (Mustaqim, 2018). Cyber activism bertindak sebagai media mainstream dalam
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sebuah konsep media sosial. Artinya bahwa cyber activism berperan menjadi aktor utama dalam

penyebaran informasi dalam pola jejaring sosial tersebut.

Gambar 1.
Cluster Analysis User Twitter on Social Movement #Tolak PLTU Batang

Sumber: Nvivo 12 Plus

Selanjutnya, berdasarkan pola jejaring sosial pada gambar 3, dapat kita lihat bahwa 20 akun

Twitter dengan peringkat tertinggi secara terturut-turut memiliki pola hubungan yang terpusat pada

akun @praditya_wibby. Sehingga memang dapat dikatakan bahwa akun @praditya_wibby menjadi

akun kedua yang berperan dalam penyebaran informasi dan penggiringan opini publik untuk menolak

sebuah kebijakan PLTU di Kabupaten Batang (Baum & Potter, 2019). Hal ini sebenarnya bukan

merupakan suatu hal yang baru dalam dunia cyber activism dimana para aktivits bermain menggiring

opini publik menggunakan beberapa akun lain untuk semakin membesarkan isu tersbeut

(Androutsopoulou, Charalabidis, & Loukis, 2018).

Dalam konteks media sosial para aktivis sudah ikut berperan dalam pemberian informasi

kepada publik guna mencipatakan gerakan kolektif melalui gerakan akar rumput. Akun lain yang

bukan merupakan akun resmi dari komunitas tersebut menjadi akun pendukung untuk kemudian

menyebrakan kepada akun NGO’s lain agar gerakan tersebut semakin massive. Akun tersebut sengaja

dibuat untuk meyakinkan masyarakat guna percaya akan sebuah suatu isu publik. Akun yang sering

digunanakan dalam penggunaan penggringan isu publik yaikni disebut akun anonymous.
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Dalam konteks jejaring sosial pada penolakan PLTU Batang dapat kita lihat bahwa dari 20 akun

pada peringkat teratas lebih dari 50% merupakan akun yang dikategorikan sebagai anynomous.

Sedangkan untuk akun privat hanya berkisar pada 7 akun saja. Dari hal tersebut dapat kita tarik

kesimpulan bahwasanya para aktivis bergerak dibelakang layar dalam gerakan sosial tersbeut.

Permainan dibelakang layar oleh para aktivitas ini sering disebut dengan kosnep cyber activism, cyber

activism sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh aktivis guna menggiring opini publik melalui

berbagai strategi pada suatu ruang cyber (Chaput, 2019).

Pada penggunaan penggiringan opini publik ini biasanya para aktivis cenderung menutup diri

dan menggunakan akun bodong seperti pada kasus penolakan PLTU Batang tersebut. Dari data hasil

di atas dapat kita lihat bahwa korelasi antara akun Twitter yang muncul pada #TolakPLTUBatang

memiliki keterakitan dengan akun sosial media milik GreenpeaceID selaku komunitas yang paling

menolak dalam pembanguan PLTU Batang. Artinya pengguna Twitter dalam jejaring sosial gerakan

#TolakPLTUBatang ternyata memiliki kaitan erat dengan Komunitas GreenpeaceID meskipun secara

tidak langsung GreenpeaceID tidak terlibat langsung dalam penggringan opini publik untuk

menjadikan gerakan sosial movement #TolakPLTUBatang.

Situs jejaring online di era seperti sekarang ini memang menjadi wadah bagi suatu gerakan

online dimana dalam gerakan tersbeut sering berkaitan dengan penolakan pada sebuah kebijakan

(Montalvan Castilla & Pursiainen, 2019). Hal ini sesuai dengan konsep global governance dimana

adanya keterlibatan dari aktor internsional lain terlibat dalam beberapa isu global. Isu global yang

diangkat dalam hal ini adalah isu lingkungan.

KESIMPULAN

Beberapa akun bodong yang terlibat dalam jejaring pola komunikasi sosial dalam

#TolakPLTUBatang ternyata memiliki pola relasi dengan komunitas GreenpeaceID. Sebagai

komunitas lingkungan yang menjadi aktor terdepan gerakan social movement penolakan pembangunan

PLTU Batang penggiringan opini publik menggunakan beberapa akun bodong untuk kemudian

semakin membuat masyarakat tergiring dalam gerakan social movement tersebut. Dapat dilihat dalam

jejaring sosial tersebut bahwa 50% lebih pengguna user Twitter peringkat teratas merupakan akun

bodong.

Oleh sebab itu, aktivititas cyber activism melalui pemberian informasi yang menyangkut isu

global seperti isu lingkungan mejadi alasan para internasional aktor non negara ini ikut terlibat dalam

menyuarakan isu tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep global governance sendiri dimana melibatkan

beberapa aktor internasioanl yang memiliki kesamaan isu. Sehingga, masyarakat pengguna sosial

media harus lebih selektif dalam memilih konten berita yang disebarkan oleh beberapa cyber activism

tersebut. Dominasi yang kuat akan konsep Post-Truth dalam penggunaan media sosial harus segera

diatasi agar tidak menimbulkan gerakan sosial yang merugikan Pemerintah dan masyarakat.
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